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Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena berkembangnya sistem jual
beli dengan model prasmanan di berbagai rumah makan di Indonesia, termasuk di
Kecamatan Tulungagung, yang melibatkan Rumah Makan BTA dan Kartika
sebagai objek penelitian. Sistem prasmanan, yang pada dasarnya memungkinkan
konsumen untuk memilih dan mengambil makanan sesuai dengan keinginan
mereka sebelum melakukan pembayaran, telah menjadi pilihan populer bagi
banyak konsumen yang menginginkan kemudahan dan kebebasan dalam memilih
makanan. Meskipun sistem ini menawarkan kemudahan bagi konsumen, masih
terdapat berbagai permasalahan yang berkaitan dengan ketidakpastian harga dan
porsi makanan yang dibeli, yang dapat menimbulkan potensi kerugian bagi
konsumen dan mempengaruhi pelaksanaan transaksi jual beli itu sendiri.

Dalam hal ini, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana sistem
jual beli prasmanan ini sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam
perspektif hukum perdata maupun hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu,
penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam
mengenai bagaimana aturan-aturan hukum tersebut dapat diterapkan dalam
transaksi jual beli sistem prasmanan dan bagaimana praktik-praktik yang dilakukan
oleh rumah makan dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Rumusan Masalah: 1) Bagaimana praktik jual beli prasmanan pada Rumah
Makan BTA dan Kartika di Kecamatan Tulungagung ? 2) Bagaimana Kitab
undang-undang hukum perdata dan Kompilasi hukum ekonomi syariah mengatur
jual beli dengan sistem prasmanan ?

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 1) Untuk
mengidentifikasi terkait pelaksanaan praktik jual beli prasmanan pada Rumah
Makan BTA dan Kartika di Kecamatan Tulungagung. 2) Untuk mengidentifikasi
terkait Kitab undang-undang hukum perdata dan Kompilasi hukum ekonomi
syariah yang mengatur tentang jual beli dengan menggunakan sistem prasmanan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan
dengan metode kualitatif. Adapun pendekatanya menggunakan pendekatan yuridis
normatif. Dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik metode
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dalam
penelitian ini menggunakan kondensasi data, penyajian data, kesimpulan dan
Verifikasi. Uji keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik
perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam pengamatan, triangulasi.
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Praktik jual beli prasmanan di
Rumah Makan BTA dan Kartika menerapkan model bisnis yang menitikberatkan
kenyamanan dan fleksibilitas bagi pelanggan. Di Rumah Makan Kartika, sistem
prasmanan dimulai dari kebiasaan pelanggan yang lebih suka mengambil makanan
sendiri, sedangkan di Rumah Makan BTA, sistem ini diperkenalkan setelah analisis
pasar lokal yang menunjukkan minimnya penerapan model ini di daerah tersebut
Kedua rumah makan menggunakan sistem pembayaran yang berbeda. Kartika
menerapkan sistem di mana pelanggan memilih makanan, mencatat pesanan, dan
membayar setelah makan dengan menyebutkan nama mereka. Di sisi lain, BTA
menggunakan sistem di mana karyawan mencatat pesanan langsung di meja dan
pembayaran dilakukan setelah selesai makan, meskipun tantangan muncul terkait
transparansi harga. Di Kartika, harga dihitung berdasarkan porsi, sedangkan di
BTA, harga ditentukan oleh jenis lauk yang diambil. Meskipun sistem ini
memberikan fleksibilitas, terdapat potensi kebingungan bagi pelanggan baru
mengenai harga yang berlaku. 2) Praktik jual beli prasmanan pada Rumah Makan
BTA dan Kartika di Kecamatan Tulungagung telah dilakukan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku, baik dalam perspektif Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
(KHES). Dalam hal ini, kedua rumah makan menerapkan sistem jual beli yang
dapat dikategorikan sebagai transaksi jual beli biasa, di mana pembeli memilih
makanan yang diinginkan dan membayar sesuai dengan harga yang ditetapkan.
Praktik tersebut masih menghadapi beberapa tantangan terkait dengan transparansi
harga dan ketidakpastian mengenai jumlah makanan yang akan dibeli, yang dapat
berpotensi menyebabkan kerugian bagi konsumen jika tidak dijelaskan secara jelas.
Dalam perspektif KUHPerdata, prinsip kehati-hatian dan kejelasan dalam kontrak
jual beli harus dijunjung tinggi. Sedangkan dalam KHES, penting untuk
menghindari praktik yang mengandung unsur gharar (ketidakpastian) dan riba
(keuntungan yang tidak adil). Terkait dengan aturan hukum, KUHPerdata mengatur
tentang kewajiban penjual untuk memberikan informasi yang jelas kepada pembeli,
termasuk harga dan spesifikasi barang atau jasa yang ditawarkan. Begitu juga dalam
KHES, transaksi harus dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa adanya unsur
penipuan. Oleh karena itu, disarankan agar rumah makan yang menerapkan sistem
prasmanan memperbaiki aspek transparansi harga dan informasi agar sesuai dengan
prinsip-prinsip hukum yang berlaku, baik dari segi hukum perdata maupun ekonomi
syariah.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun kedua
rumah makan sudah melakukan transaksi jual beli dengan sistem prasmanan,
namun perlu adanya perbaikan terutama dalam hal transparansi harga dan kejelasan
informasi bagi konsumen. Untuk itu, kedua rumah makan disarankan untuk
memperbaiki sistem komunikasi harga dan porsi agar lebih sesuai dengan prinsip-
prinsip hukum dan ekonomi syariah, guna memberikan perlindungan yang lebih
baik kepada konsumen.
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This research is motivated by the phenomenon of the development of a
buying and selling system with a buffet model in various restaurants in Indonesia,
including in Tulungagung District, which involves BTA and Kartika Restaurants as
research objects. The buffet system, which basically allows consumers to choose
and take food according to their wishes before making payment, has become a
popular choice for many consumers who want convenience and freedom in
choosing food. Although this system offers convenience to consumers, there are
still various problems related to the uncertainty of the price and portion of the food
purchased, which can cause potential losses to consumers and affect the
implementation of the sale and purchase transaction itself.

In this case, it is important to further analyze how this buffett buying and
selling system is in line with applicable legal provisions, both from the perspective
of civil law and sharia economic law. Therefore, this research aims to provide a
deeper understanding of how these legal rules can be applied in buffet system sale
and purchase transactions and how the practices carried out by restaurants can be
adjusted to the applicable legal principles.

Problem Formulation: 1) How is the practice of buying and selling buffets
at BTA and Kartika Restaurants in Tulungagung District? 2) How does the Civil
Code and the Compilation of Sharia Economic Law regulate buying and selling
with a buffet system? The objectives of this research are: 1) To identify the
implementation of the practice of buying and selling buffets at BTA and Kartika
Restaurants in Tulungagung District. 2) To identify the civil code and the
Compilation of sharia economic law that regulates buying and selling using a buffet
system.

In this study, researchers used a type of field research with qualitative
methods. The approach uses a normative juridical approach. In collecting data,
researchers used interview, observation, and documentation techniques. While the
data analysis technique in this study uses data condensation, data presentation,
conclusions and verification. The data validity test in this study uses the technique
of extended observation, increased persistence in observation, triangulation.

The results of this study show that: 1) The practice of buying and selling
buffets at BTA and Kartika Restaurant applies a business model that emphasizes
convenience and flexibility for customers. In Rumah Makan Kartika, the buffet
system started from the habit of customers who prefer to take their own food, while
in Rumah Makan BTA, this system was introduced after a local market analysis
that showed the lack of application of this model in the area.Both restaurants use
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different payment systems. Kartika implements a system where customers pick the
food, record the order, and pay after the meal by mentioning their names. On the
other hand, BTA uses a system where employees record orders directly at the table
and payment is made upon completion of the meal, although challenges arise
regarding price transparency. At Kartika, the price is calculated based on the
portion, whereas at BTA, the price is determined by the type of side dish taken.
While this system provides flexibility, there is potential confusion for new
customers regarding the applicable prices. 2) The practice of buying and selling
buffets at BTA and Kartika Restaurants in Tulungagung District has been carried
out in accordance with applicable legal provisions, both from the perspective of the
Civil Code (KUHPerdata) and the Compilation of Sharia Economic Law (KHES).
In this case, both restaurants apply a buying and selling system that can be
categorized as ordinary buying and selling transactions, where buyers choose the
food they want and pay according to the set price. The practice still faces several
challenges related to price transparency and uncertainty regarding the amount of
food to be purchased, which can potentially cause harm to consumers if not clearly
explained. From the perspective of the Civil Code, the principles of prudence and
clarity in the sale and purchase contract must be upheld. Whereas in KHES, it is
important to avoid practices that contain elements of gharar (uncertainty) and usury
(unfair profit). Related to the rule of law, the Civil Code regulates the seller's
obligation to provide clear information to the buyer, including the price and
specifications of the goods or services offered. Likewise, in KHES, transactions
must be carried out fairly, transparently, and without any elements of fraud.
Therefore, it is recommended that restaurants that apply the buffet system improve
aspects of price transparency and information to comply with applicable legal
principles, both in terms of civil law and Islamic economics.

Based on the results of this study, it can be concluded that although the two
restaurants have conducted sales and purchase transactions with a buffet system,
there is a need for improvement, especially in terms of price transparency and
clarity of information for consumers. For this reason, both restaurants are advised
to improve the price and portion communication system to be more in accordance
with the principles of sharia law and economics, in order to provide better protection
to consumers.
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